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KEMENTERIAN PERTAHANAN 
REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 18 TAHUN 2012 

TENTANG 

TATA CARA PENGAJUAN HAK ATAS PENGHORMATAN 
DAN PENERIMA GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN 

BAGI PRAJURIT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : 	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan 
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, 
Tanda dan Tanda Kehormatan, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Pertuhanan tentang Tata Cara Pengajuar 
Hak Ara Penghormatan Dan Penerimaan Gelar, Tancia Jas 
Dan Tancia Keliormatari Bagi Prajurit Dan Pegawai Negeri 
Sipil Kementerian Pertalianan; 

M engingat 	1. 	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang 
Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5023): 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang 
peiEksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 
tonlang 	Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan 
(Lernbf-tran Negara Republik Indonesia Tahuri 2010 
Nomor 43), Tainbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 5115); 

3. Peraturan Pre3iden Nomur 10 Tabun 2010 tentang 
Susurian Orga.nisasi Tentara Nasional Indonesia; 

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 
tentang . Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

(Berita. Negara Republik Indonesia Tahun 
201.0 Nori-o;- 
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MEM UTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA 
CARA PENGAJUAN FLAK ATAS PENGHORMATAN DAN 
PENERIMA GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA 
KEHORMATAN BAGI PRAJURIT DAN PEGAWAI NEGERI 
SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada 
prajurit dan PNS Kemhan yang teiah gugur atau meninggal dunia atas 
perjuangan, pengabdian, darmabakti dan karya yang luar biasa kepada 
bangsa dan negara. 

2. Tanda Jasa adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada 
prajurit dan PNS Kenihan yang be/ jasa dan berprestasi luar biasa dalam 
rnengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang 
bermanfaat besar bagi bangsa dan negara. 

3. Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden 
kepada prajurit, PNS Kemhan, WNI, WNA, kesatuan, institusi 
pemerintah, atau organisasi atas darinabakti dan kesetiaan yang ivar 
biasa terhadap bangsa dan ncgara. 

4. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-- 
orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang, bangsa lain yang disahlcan 
dengan undang-unda.ng sebaeai warga negara. 

5. Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah orang-orang 
bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warea 
negara. 

6. Prajtirit adalah anggota Tentara Nasional Indonesia. ". 

7. Pegawai Negeri. Sipil Kernenterian Pertahanan yang selanjutnya disingkat 
PNS Kemhan adalah PNS yang bekerja atau ditugaskan di lingkungan 
Kernenterian Pertahanan dan TNI. 

8. TNI aclalah. Tentara Nasional Indonesia.. 

9. Menteri adalah menteri yang mcnyelenggarakan uruF...an pemerintahan di 

bidang perfahatan. 

10. Pangiima TNI yang selanjutnya diselaut Panglima adalah perwira tinggi 
lniliter yang mernimoin 

1 1 . Kepala Star.  Angkatan. adalah Kepala. Staf TNI Angkatan Darat, Kepala 

Staf 'F NI Angkatan taut, dan Kepala S;af TNT Angkatan Udara. 
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12. Kenaikan Pangkat istimewa adalah kenaikan pangkat yang diberikan 
kepada PNS yang menunjukkan prestasi kerja yang ivar biasa baiknya 

13. Kenaikan Pangkat Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KPLB adalah 
anugerah kenaikan pangkat yang diberikan kepada Prajurit yang 
mengemban penugasan khusus dengan pertahanan jiwa raga secara 
langsung dan berjasa dalam panggilan tugasnya. 

14. Anurnerta adalah Penghargaan yang diberikan kepada anggota Angkatan 
Bersenjata/PNS yang dianggap berjasa kepada n.egara sesudah orangnya 
meninggai. 

BAB II 
JENIS GELP.R, PANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN 

Bagian Kcsatu 
Gelar 

Pasal 2 

(1) 	Gelar diberikan kepada prajurit dan PNS Kemhan yang telah theninggal 
dunia berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(2) 	Gelar berupa Pahlawan Nasionai. 

(3) Pahlawan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mer-upakan 
Gelar yang diberikan oleh negara yang mencakup semua jenis Gelar yang 
pernah diberikan sebelumnya yaitu 

a. Pahlawan Perintis Kemerdekaan; 
b. Pahlawan Kemerdekaan NasionaI; 
c. Pahlawan Proklamator; 
d. Pahlawan Kebangkitan Nasional; 
e. Pahlawan Revolusi, dan 
f. Pahlawan Ampera. 

(4) Dalam ketentuan sebagairnana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk 
gelar kehorrnatan Veteran Republik Indonesia. 

Bagian Kedua 
Tanda Jasa 

sal 3  

(1) Tanda .Jasa berupa M.idali yang mcmiliki derajat sama. 

(2) Tanda Jasa sebagaimana_ dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Medali Kepeloporan; 
b. Kejayaari; dan 
c. Medali Perclamaian. 
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(3) Tanda Jasa diberikan kepada: 

a. Prajurit di lingkungan TNI; 

b. Prajurit Aktif yang bertugas di luar struktur TNI sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan; 

c. PNS Kementerian Pertahanan; 

d. WNI lainnya yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan 

e. WNA. 

Bagian Ketiga 
Tanda Kehormatan 

Pasal 4 

(1) Tanda Kehormatan diberikan kepada: 

a. Prajurit di lingkungan TNI; 

b. Prajurit Aktif yang bertugas di luar struktur TNI. 

c. PNS Kementerian Pertahanan; 

d. WNI lainnya yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan 

e. WNA. 

(2) 	Tan.da Kehormatan sebagaimana. dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Bintang; 
b. Satyalancana; dan 
c. Samkaryanugraha. 

Pasal 5 

(1) Tanda Kehormatan Bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasai 4 ayat 
(2) huruf a terdiri atas: 

a. Bintang Sipil; dan 
b. Bintang Militer. 

(2) Tanda Kehormatan Bintang Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a terdiri atas : 

a. Bintang Republik Indonesia; 
b. Bintang Mahaputera; 
c. Bintang Jasa; clan 
d. Bintang Kemanusiaan; 
e. Bintang Penegak Demokrasi; 
f. Bintang•Budaya.Parana. Dharma; can 
g. Bintang Bhayangkara. 



5 

(3) Tanda Kehormatan Bintang Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b terdiri atas: 

a. Bintang Gerilya; 
b. Bintang Sakti; 
c. Bintang Dharma; 
d. Bintang Yudha Dharma; 
e. Bintang Kartika Eka Pakci; 
f. Bintang Jalasena; dan 

g. Bintang Swa Bhuwana Paksa. 

(4) Tanda Kehormatan Bintang Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
yang dapat diberikan kepada WNA berupa: 

a. Bintang Yudha Dharma; 
b. Bintang Kartika Eka Paksi; 
c. Bintang Jalasena; dan 
d. Bintang Swa Bhuwana Paksa. 

Pasal 6 

(1) Tanda Kehormatan Satyalancana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (2) b.uruf b terdiri atas: 

a. Satyalancana Sipil; dan 
b. Satyalancana Militer. 

(2) Tanda Kehortnatan Satyaiancana Sipii sebagaimana dima.ksuci pada ayat 
(1) huruf a terdiri atas: 

a. Satyala.ncana 
b. Satyalancana 
c. Satyalanca.na 
d. Satyalancana 
e. Satyalancana 
A. 	Satyalar!,c:ana 

g. Satya.lancana 
h. Satyalan ca na 
i. Satyala nca.na 
j. Satya.lanca.na  
k. Saty-alancana. 
1. 	Satyalancana 
m. Satyalancana 
n. Satyalancana  

Perintis Kernerdekaan; 
Peinbangunan;.  
Wira Karya; 
Kebaktian Sosial; 
Kebudayaan; 
Pendidikari; 
Karya Satya; 
Dharrna Olahraga; 
Dharma Pemuda; 
Kepariwisataan; 
Karya Bhakti Praja Nugraha; 
Bhakti Pendidikan; 
Jana Utafna; dan 
Karya. T3ha.kti. 

• 

(3) Tanda Kehormatan Satyalancaaa Militer sebagairna.na dimaksud pada 
ayat (1) huruf b 	atas: 
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a. Satyalancana Bhakti; 
b. Satyalancana Teladan; 
c. Satyalancana Keseliaan, 
d. Satyalancana Santi Dharma; 
e. Satyalancana Dwidya Sistha; 
f. Satyalancana Dharma Nusa; 

g. Satyalancana Dharma Baritala; 
h. Satyalancana Dharma Samudra; 
i. Sa.tyalancana Dharma Dirgan tam; 

J. 
	Satyalan cana Wira 

k. 	Satyalancana Wira Dharma.; 
1. 	Satyalancana Wira Siaga; dan 
m. Satvalancana Ksatria Yudha. 

(4) Satyalancana Militer yang dapat diberikan kepada WNA berupa 
Satyalancana Dwidya Sistha. 

Pasal 7 

(1) Tanda Kehormatan Samkaryan-ugraha sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri atas: 

a. Samkaryanugraha Sipil; dan 
b. Samkaryanugraha Militer. 

(2) Tanda Kehormatan Samkaryanugraha Sipil sebagairnana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri atas: 

a. Parasamya Puma Karya. Nugraha.: dan 
b. Nugraha Sakanti; 

(3) Tanda Kehormatan Samkaryanugraha Militer sebagairnana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b berupa Samkaryanugraha. 

BAB III 
HAK ATAS PENGHORMATAN DAN PENGIIARGAAN 

PENERIMA GELAR, TANDA JASA DAN TANDA KEHORM.ATAN 

Pasal 8 

(1) Setiap penerima Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan berhak 
atas penghormatan dan benghargaan dari negara. 

(2). Penghormatan dan penghargaan se bagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bagi penerima Gelar diantaranya. dapa.t. berupa: 

a. 	pengangkatan atau Kcnaika.n Pangkat.secara Anumerta. 

b. 	kenaikan pangkat secara istirnewa. 

Penghormatan dan pcnghargaan seba.gaimana dimaksud pada ayat (1) 
bagi penerima Tanda Jasa. dan 'Panda Kehormatan yang masih hidup 
diantaranya dapat berupa flak protokol dalain acara resmi dan acara 
kenegaraan. 

(3) 
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Pasal 9 

(1) Pengajuan hak atas penghormatan dan penghargaan penerima Gelar 
bagi prajurit dilaksanakan secara hierarkis sebagai berikut: 

a. Kasatker mengusulkan prajurit penerima Gelar yang memenuhi 
persyaratan kepada Pangkotama secara hierarki berdasarkan 
mekanisme usul kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

b. Pangkotama mengusulkan prajurit penerima Gelar yang memenuhi 
persyaratan kepada Kas Angkatan dan selanjutnya Kas Angkatan 
menetapkan kenaikan pangkat secara Anumerta biasa bagi 
prajurit berpangkat Tamtama dan Bintara; 

c. Kas Angkatan mengusulkan prajurit penerima Gelar yang 
memenuhi persyaratan kepada Panglima dan selanjutnya Panglima 
menetapkan kenaikan pangkat secara Anumerta ke pangkat 
Letnan Dua. sarnpai dengan pangkat Letnan Kolonel, dan 

d. Panglirna mengusulkan prajurit penerima Gelar yang memenuhi 
persyaratan kepada Presidan dan selanjutnya Presiden 
menetapkan kenaikan pangkat. secara Anumerta ke pangkat 
Kolonel dan pangkat yang lebih tinggi. 

(2) Pengajuan hak atas penghormatan dan penghargaan penerima Geiar 
bagi PNS Kemhan dilaksanakan secara hierarkis sebagai berikut: 

a. Kasatker mengusulkan kenaikan pangkat secara Anumerta bagi 
PNS Kemhan penerima Gelai.  yang memenuhi persyaratan kepada 
Sekjen Kern.han; 

b. Sekjen Kemhan mengusulkan kenaikan pangkat secara Anumerta 
biasa bagi PNS Kemhan penerima Gelar yang memenuhi 
persyaratan kepada Menteri; 

c. Menteri mengusulkan kenaikan pangkat secara Anumerta bagi 
PNS golongan IV/b kebawah penerima Gelar yang memenuhi 
persyaratan kepada Kepala Ba.dan Kepegawaian Nasional untuk 
mendapat persetujuan dan selanjutnya Menteri menetapkan 
kenaikan pangkat Anumerta; dan 

d. Menteri mengusulkan kenaikan pangkat secara .Anumerta bagi 
PNS golongan IV& keatas penerima Gelar yang .memenuhi 
persyaratan kepada. Presiden melalui Kepala Badan Kepegawaian 
Nasional untuk menetapkan pangkat Anumerta. 

Pasal 10 

(1) Pengajuan hak atas penghormata.n dan penghargaan penerima Tanda 
Jasa bagi prajurit dilaksana.kan secara hierarkis sebagai berikut: 

a. 	Kasatker mengusulkan prajurit penerima Tanda Jasa yang 
memenuhi persya.raLan kepada Pangkotama sccara hierarki 
berdasarkan mekanisniC usul kenaikan pangkat sesuai ketentuan: 
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b. Pangkotama mengusulkan prajurit pencrima Tanda Jasa yang 
memenuhi persyaratan kepada Kas Angkatan dan selanjutnya Kas 
Angkatan menetapkan. kenaikan pangkat Anumerta bagi prajurit 
berpangkat Tamtama dan Bintara; 

c. Kas Angkatan mengusulkan prajurit penerima Tanda Jasa yang 
memenuhi persyaratan kcpada Panglima dan selanjutnya Panglima 
menetapkan kenaikan pangkat Anumerta ke pangkat Letnan Dua 
sampai dengan pangkat Letnan Kolonel; dan 

d. Panglima mengusulkan prajurit penerima Tanda Jasa yang 
memenuhi persyaratan kcpada Presiden dan selanjutnya Presiden 
menetapkan kenaikan pangkat Anumerta ke pangkat Kolonel. 

(2) Pengajuan hak atas penghorrnatan dan penghargaan penerima Tanda 
Jasa bagi PNS Kemhan dilaksanakan secara hierarkis sebagai berikut: 

a. Kasatker mengusulkan kcnaikan pangkat Anumerta bagi PNS 
Kemhan penerima Tanda Jasa yang memenuhi persyaratan kepada 
Sekjen Kemhan; 

b. Sekjen Kemhan mengusulkan kenaikan pangkat Anumerta bagi 
PNS Kemhan penerima Tanda Jasa yang memenuhi persyaratan 
kepada Menteri; 

b. 	Menteri mengusulkan kenaikan pangkat Anumerta bagi PNS 
golongan IV/b kebawah penerima Tanda Jasa yang memenuhi 
persyaratan kepada Kepala Badan Kepegawaian Nasional untuk 
mendapat persetujuan dan selanjutnya Menteri menetapkan 
kenaikan pangkat Anumerta; clan 

c. Menteri mengusulkan kenaikan pangkat Anumerta bagi PNS 
golongan IV/c keatas penerima Tanda Jasa yang mernenulli 
persyaratan kepada Presiden meialui Kepala Badan Kepegawaian 
Nasional untuk menetapkan kenaikan pangkat Anumerta. 

Pasal 11 

Pengaittan hak atas penghorrnatan dun penghargaan penerima Tanda 
Kehormatan bagi prajurit dilakSanakan secara hierarkis seba.gai berikut: 

a. Kasatker mengusulkan. prajurit penerima Tanda Kehormatan yang 
rnernenuhi persyaratan kepada Pangkotama secara hierarki 
berdasarkan rnekanisrnt sastal kenaikan pangkat sesuai ketentuau 
yang berlaku; 

b. Pangkota.ma mengustlikan prajurit peiierima Tanda Kehormatan 
yang memenuhi I.:,crsya.ratan kepada Kas A.ngkata.n. da.n. 
selanjiit:nya Kas Anyka.tan menetapkan kenaika.n. pangkat 
Anumerta bagi prajurit herpangkat Ta.ntarna clan Biniara; 

c. Kas Angkatan mengusta;karo prajurit penerirna Tanda. Kehormatan 
yang memenuhi persvara.tan kepada Panglima. dan sela.njutnys. 
Panglinia menetapkan' kenaikan pangkat Anunc irta. ke- pnngkat 
LA-Anal? Dua sampai.dengan pangkat Lett-►an Kolonel dan 
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d. 	Panglima mengusulkan prajurit penerima Tanda Kehormatan yang 
memenuhi persyaratan kepada Presiden dan selanjutnya Presiden 
menetapkan kenaikan pangkat Anumerta ke pangka.t Kolonel dan 
pangkat. yang lebih tinggi.. 

(2) Pengajuan hak atas penghormatan dan penghargaan penerima Tanda 
Kehormatam bagi PNS Kemhan dilaksanakan secara hierarkis sebagai 
berikut: 

a. Kasatker mengusulkan kenaikan pangkat anumerta bagi PNS 
Kernhan penerima Tanda Kehormatan yang mernen.uhi persyaratan 
kepada Sekjen Kemhan; 

b. Sekjen. Kemhan mengusulkan kenaikan pangkat anumerta bagi 
PNS Kemhan pencrirna Tanda Kehormatan yang memenuhi 
persyaratan kepada Menteri; 

c. Menteri mengusulkan kenaikan. pangkat anumerta. ba.gi  PNS 
golongan IV/b kebawah penerima Tanda Kehortnatan yang 
memenuhi persyaratan kepada Kepala Badan Kcpegawaian 
Nasion.al untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya Menteri 
menetapkan. kenaikan pangkat Anumerta; dan 

d. Menteri mengusulkan kenaikan pangkat anumerta bagi PNS 
golongan IV/ c keatas penerima Tanda Kehormatan yang 
memenuhi persyarata.n kepada Presiden melatui Kepala Badan 
Kepegawaian Nasional untuk menetapkan kenaikan pangkat. 
Anumerta. 

Pasal 1  

Penghormatan dan penghargaan untuk penerima Tanda Jasa dan Tanda 
Kehormatan. ,diberikan kenaikan pangkat secara istirnewa. sebagaimana 
dimaksud dalam Pasa! 8 ayat (2) nuruf b kepada prajurit dan PNS Kemhan 
yang masih hidup berupa: 

a. kenaikan pangkat luar biasa bagi prajurit; dan 
b. kenaikan pangkat istimewa bagi PNS Kemhan. 

Pasal 13 

Kenaikan pangkat luar biasa bagi prajurit .sebagaimana diraa.ksud dalarn Pasal 
12 ?rural-  a terdiri atas: 

a.. 	kenaikan pangkat luar biaSa operasi 	perang; 

b., 	 pangkat luar biasa operasi 1Tiiliter selain perang; 

c. kenaikan pangkat luar bia.sa cuerasi minter pera.ng a.numerta; dan 

d. kenaikan pangkat luar biasa operasi 	selain perang anuinerta. 

11. 

Kenaikan pangka.t iStimcwa ba.gi PNG Kernhan sebagaimana dimakaud dalam 
Pasal 1.2 huruf: b terdiri atas: 

a. 	kenaikan. pangka t pilihan; dan 
a. 	kenaikan pangkat reguler. 
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Pasal 15 

(1) Pengajuan kenaikan pangkat luar biasa bagi prajurit penerima Gelar 
dilaksanakan secara hierarkis sebagai berikut: 

a. Kasatker. mengusulkan prajurit penerirna Tanda Jasa dan Tanda 
Kehormatan yang merncnuhi persyaratan untuk mcmperoleh 
kenaikan pangkat luar biasa kepada Pangkctarna secara hierarki 
berdasarkan mekanisme usul kenaikan pangkat sesuai ketentuan 
yang berlaku; 

b. Pangkotama mengusulkan prajurit penerima Tanda Jasa dan 
Tanda Kehormatan yang mernenuhi persyaratan untuk 
mernpero1eh kenaikan pangkat luar biasa kepada Kas Angkatan 
dan selanjutnya Kas Angkatan cnenetapkan kenaikan pangkat luar 
biasa bagi prajurit berpangkat Tamtama dart Bintara; 

c. Kas Angkatan mengusulkan prajurit penerima Tanda Jasa dan 
Tanda Kehermatan yang mtrat:niarii persyaratan kepada. Panglirna 
darl selanjutnya Pant.Y,lirria menetapkan kenaikan pangkat 1-uac 
biasa ke pangkat Letna.n Dua sampai -  dengan pangkat Letna.n 
Kolone; dan 

d. Panglirna tnengusuil<an prajurit. penerirna 'Panda Jasa dan Tanda 
Kehorrnatan yang memenuhi persyaratan kepada. Presiden dan 
selanjutnya Presiden tnenetapkan kenaikan pangkat luar biasa. ke 
pangkat K.olonel dab. pangkat yang lebih tinggi. 

(2) Pengajuan kenaikan pangkat istiniewa bagi PNS Kemhan pen.erimalar 
dila.ksariakan secara hierarkia sebagai berikut: 

a. 	Kasatker rnengusulka.).-1 kenaikan pangkat luar hia a bagi PNS 
Kern han penerima Tanda 	dan Tanda Kehi..)rmatari. yang 
niemenuhi persyaratan kepada Sekjen Kemhan; 

b 	Sekjen Kernhan mengusulkan kenaikan pangkat luar hiasa bagi 
PNS Kernhan penerima Tanda .Jasa dan Tanda Kehormatan yang 
rr ernenuhi. persyaratan kepada Men.teri; 

c. 	Ivlenteri mengusulkan kenaikan pangka.t istimewa bagi PNS 
IV/b .kebawah penefirna Tanda Jasa dan Tanda 

K.eliorrnatan -  yang rnernenuhi. .persyaratan, kepada. Kepf:11.3. Badan 
Kepegawaian Nasional mendapat perse,- tuijuan dan 
selanjutnya Menteri menetapkan kenaikan pangkarluar bin.sa; dan 

d 	Menteri _mengusulkan icc liaikhn pangkat istirrwa bagi PINS 
golongan IV/c keatas pcnerima Tanda Jasa da.n Tanda 
Kehormatan yang men-len-L.01i persyaratan kepada.Presiden melalui 
Kepala Badan Kepegawaian Na.sion.al  menetapkan . kenaikan 

pangkat Anumerta. 

Pa:za; 1.6 

Pengajuan hak protokol dalarti acava 	dan acara kencgaraan bagi 

penerirna. 'I'anda.-Tasa dan Tdncfa kch6rm.atan dilaksanaka.n secara hicrarkis 

cebagai 
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e. Menteri mengusulkan pernberian hak atas 1.-)enghormatan yang 
mernenuhi syarat sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) meialui 
Kernenteria.n terkait bidang jasanya; 

f. hasil pengusulan Menteri seteiah diproses kepada Menteri terkait, 
sarnpai turunnya Keputusan Presiden • diteruskan kepada pengusul 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 

g.  Keputusan Presiden tentang Pengliormatan da.n pengharg:aan untuk 
penerima Gelar disampaikart kepada yang bersa.ngkutan mela.lui instansi 
terkait secara hierarki sesuai dengan peraturan perundang--undangan. 

Pasal 1.8 

Prosedur pengajuan hak atas panghormatan penerima Tanda Jasa sebagai 
berikut: 

Panglima niengusulkan. anggotanya yang rnemenuhi persya.ratan kepada 
Menteri, seianjutnya diadakan penclitian sesuai d.engan ketentua.n un.tuk 
rnendapatkan hak atas penghormatan dan penghargaan 
dira;_a.ks1.-td dalam Pasal 12;'. 

b. Kris Angkatan rnengusulkan pernberian hak atas penghermatan 
sebagaimana diraaksud 	 (1) yang men enuhi syarat kepada 

Pang,-Ii.rna; 

c. Panglima mengusuikan pcmhcrian hak atas penghormatan yang 
memenuhi syarat sebagaimana dima.ksud pada ayat (2) kepada. Menteri; 

clan 

d. Menteri mcnguSulkan perrberian na.k atas penghormatan yang 
rnernenuhi syarat sebagaimana ctimaksud • pada ayat 13) rrielall.i 
Kenia.nteriar: terkait bidang jasanya. 

Ketiga 
Penghormatan Penerima Tanda Kehormatan 

. 
Pasal 19 

Prosedur pengajuan. hak atas penghormatan penerima. Tanda Kehormatan 

sebagai berikut: 

a. Pangiima mengusulkan a.nggotanya yang metnertuhi persyarat.;-in kepada 
Menteri, selanjutnya diadakan penel11191.1 sesuai denvan Icatentuart untuk. 

rnendapatkan hak atas pennhofman-in dan pengllargaan sebagaimana 

dirnaksuci. daiarn Pa.sal 

b. Kas Angkatan rnengusulkan peraberian hak atas penghorrna.talt 
sebagaimana dimaksuci pa.da ar-0.  (1) yang rnem.:.:ntthi syara.t. kepar.1,.1 

Panglima; 

c. Pangiirna 1ne4gtj snit ka n 	mberi an. hak atas 	rig) rat a tan yang 

mernenuhi syarat sei)agda-nana. 	 pada ayai. (2) ker.ada. Menteri; 

dart 
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d. 	Menteri mengusulkan •emberian hak atas penghormatan yang 
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada 
Kementerian terkait bidang jasanya. 

Pasal 20 

Pengajuan usul hak atas penghormatan dan penerima Gelar, Tanda Jasa dan 
Tanda Kehormatan diajukan dengan melampirkan : 

a. riwayat hidup diri (riwayat perjuangan, jasa serta tugas negara yang 
dilakukan calon penerima hak atas penghormatan); dan 

b. surat rekomendasi pengusul calon penerima hak atas penghormatan. 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 21 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 30 April 2012 

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Cap / tertanda 

PURNOMO YUSGIANTORO 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 3 MEd. ZII2 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

Cap/ tertanda 

AMIR SYAMSUDIN 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 487 
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